
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.391, 2016 KEMENHUB. Pelaporan Keuangan. Berbasis
Akrual. Sistem dan Prosedur Akuntansi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 21 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SERTA PELAPORAN KEUANGAN

BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu diatur

kembali ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur

Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi

serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 899) ;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
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Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1617);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

SERTA PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta

penyajian laporan;

2. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK

adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan

digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku

besar, dan/atau data lainnya;

3. Aset adalah sumber daya ekonomi yg dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya;

4. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

nonlancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama

dengan pihak ketiga (kemitraan);

5. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

berupa kas dan setara kas;

6. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual;
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7. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum;

8. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

9. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar;

10. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas

menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan

uang atau surat berharga atau barang-barang negara;

11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian

Negara/Lembaga;

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja

Kementerian Negara/Lembaga;

13. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rangka pengungkapan yang memadai;

14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan

dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi;

15. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;
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16. Entitas Akuntansi di lingkungan Kementerian

Perhubungan adalah unit Pemerintahan yang wajib

menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, sehubungan dengan anggaran/barang

yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas

pelaporan;

17. Entitas Pelaporan di lingkungan Kementerian

Perhubungan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;

18. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah;

20. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya

disebut Kuasa PA/B adalah pejabat yang memperoleh

kewenangan dan tanggung jawab dari PA/B untuk

menggunakan anggaran dan mengelola barang yang

dikuasakan kepadanya;

21. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas

Laporan Keuangan;

22. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah

dalam satu periode pelaporan;

23. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
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tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

24. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang

menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan

dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam suatu

periode tertentu;

25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan pemerintah yaitu Aset, Hutang dan Ekuitas

pada tanggal tertentu;

26. Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat

PA/B adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung

jawab atas penggunaan anggaran dan pengelolaan barang

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

27. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pemerintah;

28. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi

instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan

pelaporan tingkat Kantor/Satuan Kerja;

29. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, yang

selanjutnya disebut UAPPA, adalah unit akuntansi

instansi pada tingkat Kementerian yang melakukan

kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun

barang seluruh UAPPA-EI yang berada dibawahnya. Biro

Keuangan dan Perlengkapan bertindak sebagai UAPA

Kementerian Perhubungan;

30. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya, yang selanjutnya disebut UAPPA-

PTM, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan

kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun

barang seluruh UAPPA-W yang berada dalam wilayah

kerjanya;

31. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah,

yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi

instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan,
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baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang

berada dalam wilayah kerjanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai :

(1) Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

(2) Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Sistem

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 3

(1) Kementerian Perhubungan wajib menyelenggarakan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan

laporan keuangan.

(2) SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat

Satker sampai tingkat Kementerian.

(3) SAI meliputi :

a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; atau

b. Akuntansi dan Pelaporan BMN.

(4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan

untuk memproses data transaksi keuangan, barang, dan

transaksi lainnya.

(5) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi

Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan

Laporan Barang tingkat Kementerian.
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Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan/Barang

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyelenggaraan SAI secara berjenjang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

Kementerian wajib membentuk unit akuntansi dan

pelaporan keuangan/barang yang terdiri atas:

a. UAKPA/B;

b. UAPPA/B-W;

c. UAPPA/B- PTM; dan

d. UAPA/B.

(2) Pengelola Akuntansi dan barang dalam Unit Akuntansi

sebagaimana pada ayat (1) diberikan honorium sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Dokumen Sumber Laporan Keuangan

Pasal 5

Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian adalah semua dokumen sumber yang

berguna dalam rangka penyajian dan pengungkapan Laporan

Keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.

Bagian Keempat

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan

Pasal 6

(1) Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam

penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan

dan unit pelaporan barang pada Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang;
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b. Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan

bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan

Satker;

c. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna

Anggaran dengan BUN; dan/atau

d. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna

Barang dengan Pengelola Barang.

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilaksanakan secara berjenjang antara:

a. UAKPA dengan UAKPB, sebelum Laporan Keuangan

disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-W;

b. UAKPA dengan UAKPB dengan jenis kewenangan

kantor pusat, sebelum Laporan Keuangan

disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-PTM;

c. UAPPA-W dengan UAPPB-W, sebelum Laporan

Keuangan disampaikan kepada Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan UAPPA-PTM;

d. UAPPA-PTM dengan UAPPB-PTM sebelum Laporan

Keuangan disampaikan ke UAPA; dan

e. UAPA dengan UAPB, sebelum Laporan Keuangan

disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas

di bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan di

Neraca.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Penyajian Data Laporan Keuangan

Pasal 7

(1) Laporan Keuangan Kementerian terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional; dan

d. Laporan Perubahan Ekuitas.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

untuk periode semester I dan tahunan.

Bagian Keenam

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 8

(1) Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan

yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU

wajib menyusun Laporan Keuangan.

(2) Akuntansi dan Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan

berdasarkan Standard Akuntansi Keuangan sesuai

Sistem Akuntansi masing-masing Satker BLU yang

ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

(3) Akuntansi dan pelaporan keuangan BLU untuk tujuan

konsolidasi dalam Laporan Keuangan Kementerian

diselenggarakan berdasarkan SAP.

(4) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor/Satker

yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU

bertindak selaku UAKPA/UAKPB.

Pasal 9

(1) Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian.

(2) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran Laporan

Keuangan Kementerian.

(3) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas:

a. LRA/Laporan Operasional;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas (LAK);

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

e. CaLK.
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(4) Laporan Keuangan BLU yang dihasilkan berdasarkan

SAP dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan

Kementerian.

(5) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

a. LRA;

b. Laporan Operasional;

c. Neraca;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Laporan Saldo Anggaran Lebih;

f. Laporan Arus Kas; dan

g. CaLK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan

pelaporan keuangan BLU diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Laporan Keuangan

Pasal 10

(1) Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B,

UAPPA/B-W, UAPPA/B-PTM dan UAPA/B diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan disampaikan secara berjenjang

sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Laporan Keuangan wajib disertai dengan Pernyataan

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala

Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

c. UAPA/B wajib menyampaikan Laporan Keuangan

kepada Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan sebanyak 2 (dua) rangkap.

(2) Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan serta

Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan secara berjenjang tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(3) AKPA/B, UAPPA/B-W, UAPPA/B-PTM dan UAPA/B yang

menyampaikan laporan keuangan melebihi batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenai sanksi

administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Reviu atas Laporan Keuangan

Pasal 11

(1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan dalam Laporan Keuangan wajib dilakukan reviu

atas Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I, Triwulan

III dan Tahunan.

(2) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini Inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan.

(3) Pelaksanaan reviu oleh aparat pengawasan intern

Pemerintah mengacu kepada Peraturan Menteri

Keuangan yang mengatur mengenai Standar Reviu atas

Laporan Keuangan.

(4) Hasil reviu atas Laporan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) dituangkan ke

dalam Pernyataan Telah Direviu.

(5) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilampirkan pada Laporan Keuangan Entitas

Pelaporan semesteran dan tahunan.

(6) Bentuk dan Isi Pernyataan Telah Direviu sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mengikuti format dalam Pedoman

Penatausahaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Perhubungan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Bagian Kesembilan

Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 12

(1) Menteri / Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna

Anggaran membuat pernyataan tanggung jawab atas

Laporan Keuangan yang disampaikan.

(2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga disusun oleh penanggung jawab Unit

Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat

Wilayah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa

pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan

sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi

keuangan telah disusun sesuai dengan SAP.

(4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diberikan paragraf penjelas atas suatu

kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

(5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format pada

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh

Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan

Pasal 13

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan

dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.
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BAB IV

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

SAIBA

Pasal 14

Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan SAIBA

dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan

Laporan Keuangan SAIBA sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (3), dilaksanakan dalam bentuk teguran tertulis

(2) Pemberian sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB

dan UAPPA-W/UAPPB-W dari kewajiban menyampaikan

Laporan Keuangan, laporan BMN, dan melakukan

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 2009 tentang

Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan dan semua ketentuan

mengenai pelaksanaannya yang bertentangan dengan

Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

www.peraturan.go.id
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diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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